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ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana telah di jelaskan pada
pasal 1 ayat (3) Undang — Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945,
Terkait dengan bagaimana seseorang akan di vonis suatu tindak pidana yang
ia lakukan telah di jelaskan pada KUHAP, KUHAP sendiri telah ditetapkan
hukum acara pidana dengan Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana dan diundangkan dalam
lembaran Negara (LN) No.76/1981 dan Penjelasan dalam tambahan lembaran
Negara (TLN) No. 3209. Pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah
No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang — Undang Hukum acara
Pidana di undangkan, maka pada tanggal 4 Febuari 1982 telah dikeluarkan
Keputusan Menteri Kehakiman tentang pedoman pelaksanaan ini bertujuan
untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana
berdasarkan KUHAP itu sendiri, Terdapat permasalahan untuk menerapkan
asas yang berada di dalam KUHAP, di karenakan adanya kemunculan Corona
Virus Disease 2019 atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa
dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah
negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan
meninggal terbanyak di Asia Tenggara Seiring dengan perkembangan virus ini
yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga akhirnya Juga
sempat membuat Momerandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam
perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI,
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  Nomor:
402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-
08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui
Teleconference. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan
didalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Dengan
adanya persidangan online atau nama lainnya disebut dengan E-Litigasi
tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri
menurut Aristoteles yakni memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.,

Kata Kunci : KUHAP, Covid — 19, E-litigasi
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ABSTRACT

Indonesia is a State of Law which has been explained in Article 1
paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945,
Regarding how a person will be convicted of a criminal act that he has
committed has been explained in the Criminal Procedure Code, the Criminal
Procedure Code itself has been stipulated by law criminal proceedings under
Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and promulgated
in the State Gazette (LN) No. 76/1981 and the explanation in the additional
State Gazette (TLN) No. 3209. The implementation of the Criminal Procedure
Code before Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the
implementation of the Criminal Procedure Code was enacted, then on
February 4, 1982 a Decree of the Minister of Justice was issued regarding this
implementation guideline aimed at ensuring a unified implementation of the
criminal procedure law based on the Criminal Procedure Code. itself, there
are problems to apply the principles contained in the Criminal Procedure
Code, because the emergence of Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 at
the end of 2019 had a major impact on the world. This virus has claimed many
victims in a number of countries, including Indonesia, which has the highest
number of infected and died victims in Southeast Asia. Along with the
development of this virus which has not shown a decline, the three institutions
Jfinally had time to make a Memerandum of Understanding (MoU) contained
in the agreement. cooperation between the Supreme Court of the Republic of
Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number:
402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number: PAS-
08 .HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through
Teleconference. As a result of the existence of this MoU, there are changes in
the legal process of the trial in court. The existence of an online trial or another
name called E-Litigation is not in accordance with the theory of justice, where
according to Aristotle, the theory of justice itself is understanding justice in the

sense of equality.

Keywords: Criminal Procedure Code, Covid-19, E-litigation.
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